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Abstrak

Informasi Artikel

Penelitian ini berada dalam ranah akuntansi sektor publik
yang menitikberatkan pada transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh
implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD),
kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan pengawasan
internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui
penyebaran kuesioner kepada 150 aparatur sipil negara (ASN)
yang bekerja pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
(BPKD), Inspektorat Daerah, serta staf keuangan pada
Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sampel ditentukan
secara purposive dengan kriteria keterlibatan langsung dalam
pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta memiliki
pengalaman minimal satu tahun dalam penggunaan SIKD.
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier
berganda, dengan tahapan uji validitas dan reliabilitas, uji
asumsi klasik, serta uji signifikansi melalui uji t dan uji F.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIKD,
kompetensi SDM, dan pengawasan internal berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah, baik secara parsial maupun simultan.
Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam penguatan
tata kelola keuangan daerah, serta menjadi dasar bagi
pengambil kebijakan dalam meningkatkan kualitas laporan
keuangan publik. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan
pentingnya integrasi sistem, penguatan kapasitas sumber
daya manusia, dan efektivitas pengawasan sebagai faktor
penentu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang
akuntabel dan transparan.
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Abstract

This study falls within the domain of public sector accounting,
emphasizing transparency and accountability in the management of
local government finances. The objective of this research is to
analyze the influence of the implementation of the Regional
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Financial - Information System (SIKD), human resource (HR)  competence,
competencies, and internal supervision on the quality of local  [nternal
government financial reports in East Java Province. A quantitative supervision,
approach was employed using a survey method, with questionnaires  p egional Financial

distributed to 150 civil servants (ASN) working in the Regional
Financial Management Agency (BPKD), the Regional Inspectorate,
and financial staff in Regional Apparatus Organizations (OPD).
The sample was determined purposively based on criteria such as
direct involvement in financial management and reporting and at
least one year of experience using SIKD. Data were analyzed using
multiple linear regression, including validity and reliability testing,
classical assumption tests, and significance testing through t-tests
and F-tests. The results indicate that the implementation of SIKD,
HR' competencies, and internal supervision have a positive and
significant effect on the quality of local government financial
reports, both partially and simultaneously. These findings
contribute significantly to the strengthening of local financial
governance and provide a basis for policymakers to improve the
quality of public financial reporting. The conclusion of this study
highlights the importance of system integration, capacity building of
human resources, and effective internal supervision as key
determinants of accountable and transparent local government
financial reporting..
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PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan sektor publik terus mengalami transformasi seiring
meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu aspek krusial dalam sistem
pemerintahan daerah adalah penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Laporan
keuangan yang baik tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, namun
juga sebagai instrumen pengambilan keputusan strategis, pengawasan publik, dan
evaluasi kinerja fiskal (Roberto et al., 2025). Dalam konteks pemerintahan daerah di

Indonesia, kualitas laporan keuangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti
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rendahnya kompetensi sumber daya manusia, lemahnya pengawasan internal, dan
belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi keuangan berbasis teknologi.

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan Sistem Informasi Keuangan
Daerah (SIKD) sebagai instrumen digitalisasi manajemen keuangan untuk
meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pelaporan. Namun, implementasinya
di berbagai daerah belum menunjukkan hasil yang merata. Studi awal melalui
observasi pada 10 pemerintah daerah di Jawa Timur menunjukkan bahwa 4 daerah
masih menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI tahun 2023,
dengan temuan utama berupa ketidaktepatan pencatatan aset, serta lemahnya
pengendalian intern dan kapasitas SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Hasil
angket awal terhadap 45 ASN pengelola keuangan menunjukkan bahwa 62%
menyatakan masih mengalami kesulitan dalam pengoperasian modul-modul SIKD
secara mandiri tanpa bantuan pihak ketiga.

Kajian literatur sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi
keuangan secara signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan jika didukung
oleh kompetensi SDM dan pengawasan yang memadai (Pham et al., 2022, Rahmani et
al., 2023, Nguyen et al.,, 2021). Akan tetapi, sebagian studi lain justru menemukan
bahwa sistem informasi hanya berperan sebagai alat bantu teknis dan tidak
berpengaruh signifikan apabila tidak didukung oleh budaya kerja dan tata kelola
yang baik (Mora et al., 2023). Penelitian oleh Zhuang & Duan (2025), di sektor publik
Tiongkok menekankan bahwa efektivitas sistem keuangan sangat dipengaruhi oleh
tingkat kompetensi individu dalam mengelola sistem dan kepatuhan terhadap
pengawasan internal. Dengan demikian, terdapat perbedaan hasil (research gap) yang
belum banyak dikaji secara simultan dalam satu model integratif di konteks
pemerintahan daerah Indonesia, khususnya di Jawa Timur.

Permasalahan ini diperkuat oleh data wawancara awal peneliti dengan kepala
bidang akuntansi di salah satu BPKD kabupaten di Jawa Timur, yang menyatakan
bahwa "meskipun sistem SIKD sudah digunakan sejak 2019, penginputan data
keuangan masih sering tertunda akibat rotasi pegawai yang belum dibekali pelatihan
teknis." Hal ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi SIKD tidak hanya
bersifat teknologis, namun juga struktural dan kompetensial. Oleh karena itu, perlu

penelitian empiris yang menguji secara langsung pengaruh implementasi SIKD,
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kompetensi SDM, dan pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah.

Secara teoretis, penelitian ini merujuk pada teori Good Governance dan
Technology Acceptance Model (TAM), yang menjelaskan bahwa keberhasilan sistem
informasi publik sangat bergantung pada faktor manusia dan struktur pengawasan
yang melekat (Davis, 1986). Dengan mengintegrasikan ketiga variabel utama tersebut
dalam satu kerangka konseptual, penelitian ini berupaya menutup kesenjangan
akademik sekaligus menjawab kebutuhan praktis dalam peningkatan tata kelola
keuangan daerah berbasis data.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris pengaruh
implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), kompetensi SDM, dan
pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di
Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada
pengembangan ilmu di bidang akuntansi sektor publik dan tata kelola keuangan
daerah, serta menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pelatihan,
pengawasan, dan penguatan sistem informasi keuangan.

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teoritis tersebut, hipotesis dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Implementasi SIKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah.

H2: Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah.

H3: Pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah.

H4: Implementasi SIKD, kompetensi SDM, dan pengawasan internal secara simultan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Penelitian ini berangkat dari kompleksitas pengelolaan keuangan sektor publik
yang membutuhkan integrasi antara teknologi, sumber daya manusia, dan sistem
pengawasan. Ketiga elemen tersebut menjadi prasyarat untuk menciptakan laporan

keuangan yang berkualitas dalam konteks pemerintah daerah. Untuk menjelaskan

170



keterkaitan antara variabel-variabel tersebut, digunakan pendekatan teoritis yang
terdiri dari teori umum (grand theory), teori menengah (middle theory), dan teori
terapan (applied theory) yang saling memperkuat satu sama lain.

1. Grand Theory: Good Governance Theory

Teori Good Governance menjadi kerangka dasar dalam memahami bagaimana
akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dapat tercapai melalui tata kelola sektor
publik yang efektif. Prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi, akuntabilitas,
dan efektivitas kebijakan menuntut penyajian informasi keuangan yang tepat waktu
dan dapat dipercaya. Yamen & and Can (2023), menegaskan bahwa kualitas pelaporan
keuangan pemerintah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja
tata kelola suatu entitas publik. Dalam konteks ini, kualitas laporan keuangan yang
baik menunjukkan adanya komitmen terhadap transparansi dan pertanggungjawaban
publik (Tran et al., 2021).

2. Middle Theory: Technology Acceptance Model (TAM)

Untuk menjelaskan pengaruh implementasi SIKD terhadap kualitas laporan
keuangan, penelitian ini mengacu pada Technology Acceptance Model (Davis, 1986),
yang menyatakan bahwa penerimaan pengguna terhadap sistem informasi
dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) dan
persepsi manfaat (perceived usefulness). Studi terbaru oleh Pauluzzo et al., (2024),
menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi keuangan daerah sangat
dipengaruhi oleh tingkat adopsi pengguna dan dukungan kelembagaan yang
memadai. Ketika SIKD diimplementasikan secara konsisten dan didukung dengan
pelatihan yang memadai, maka akan meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu
pelaporan keuangan.

3. Applied Theory: Resource-Based View (RBV)

Dalam melihat peran kompetensi SDM dan pengawasan internal, digunakan
teori Resource-Based View yang menekankan bahwa keunggulan institusi publik
terletak pada sumber daya internal, termasuk kemampuan SDM dan struktur
pengawasan (Barney, 1991). SDM yang kompeten dalam bidang akuntansi, teknologi
informasi, dan pengelolaan keuangan publik berperan krusial dalam menyusun
laporan yang andal (Klaus et al., 2025). Selain itu, sistem pengawasan internal yang
efektif dapat meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan dalam laporan

keuangan, seperti yang ditegaskan oleh Maulidiyah & Harto, (2025).
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4. Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam era digitalisasi tata kelola pemerintahan, Sistem Informasi Keuangan
Daerah (SIKD) hadir sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. SIKD dirancang
untuk memfasilitasi pelaporan yang terintegrasi dan real time, mengurangi potensi
manipulasi data, serta mempercepat proses penyusunan laporan keuangan secara
konsisten antar entitas pemerintah daerah.

Implementasi SIKD mencerminkan adopsi teknologi informasi dalam proses
akuntansi sektor publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi
keuangan, baik dari aspek relevansi, keandalan, maupun ketepatan waktu. Dalam
konteks ini, Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis
(1986), menjadi dasar teoritis yang menjelaskan bahwa persepsi kemudahan dan
manfaat sistem akan memengaruhi keberhasilan penggunaannya dalam organisasi.
Ketika sistem diterapkan secara optimal, maka proses pencatatan, pelaporan, dan
penyajian informasi keuangan menjadi lebih akurat dan efisien.

Studi oleh Bekiaris et al.,, (2025), menunjukkan bahwa digitalisasi sistem
informasi keuangan di sektor publik berkontribusi langsung terhadap peningkatan
kualitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah lokal. Begitu pula temuan
Matheus et al., (2023), menegaskan bahwa keberadaan sistem informasi berbasis
teknologi memperkuat kapasitas organisasi publik dalam menyampaikan informasi
keuangan yang dapat diakses oleh stakeholder secara terbuka dan tepat waktu. Di
Indonesia, Virginia Deskarani & Vivi Oktari (2024), membuktikan bahwa
implementasi SIKD berpengaruh signifikan terhadap opini WTP yang diterima
pemerintah daerah karena meningkatkan kesesuaian antara pelaporan dan regulasi
akuntansi pemerintah.

Namun demikian, keberhasilan SIKD tidak hanya ditentukan oleh keberadaan
teknologinya, tetapi juga oleh penguasaan teknis, infrastruktur pendukung, serta
dukungan manajerial. Jika implementasi SIKD tidak dibarengi dengan pelatihan
intensif, manajemen perubahan yang efektif, dan integrasi dengan sistem pengawasan
internal, maka sistem informasi keuangan hanya akan menjadi formalitas

administratif yang tidak berdampak pada peningkatan kualitas laporan.
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Data observasi awal di beberapa pemerintah daerah Jawa Timur menunjukkan
bahwa daerah yang telah mengimplementasikan SIKD secara konsisten sejak 2020
mengalami peningkatan opini audit dari WDP menjadi WTP dalam dua tahun
terakhir. Hal ini memperkuat dugaan bahwa penerapan sistem informasi yang baik
berperan sebagai enabler penting dalam pencapaian laporan keuangan yang
berkualitas.

Dengan demikian, secara teoritis dan empiris, terdapat bukti kuat bahwa
implementasi SIKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Integrasi teknologi ke dalam siklus keuangan publik menjadi bagian dari reformasi
birokrasi yang tidak hanya menyederhanakan proses administratif, tetapi juga
meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.
Berdasarkan narasi diatas maka hipotesis penelitian ini yaitu:
H1: Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh
sistem informasi dan mekanisme pengawasan, tetapi juga sangat bergantung pada
kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang mengelola dan menyusun laporan
tersebut. Dalam konteks organisasi sektor publik, kompetensi SDM mengacu pada
kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional pegawai dalam
menjalankan fungsi-fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan.

Menurut Resource-Based View (RBV) yang dikembangkan oleh Barney, (1991),
kemampuan organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif —termasuk dalam hal
tata kelola keuangan—ditentukan oleh keunggulan sumber daya internal, termasuk
sumber daya manusia yang memiliki kompetensi unik, langka, dan sulit ditiru. Dalam
sektor publik, kompetensi SDM menjadi faktor strategis dalam mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Studi Mbae et al., (2025), menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital
dalam pengelolaan keuangan publik sangat ditentukan oleh kapasitas dan kompetensi
SDM, terutama dalam menghadapi tantangan sistem informasi keuangan berbasis

teknologi. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa tanpa dukungan pegawai yang
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kompeten, keberadaan sistem seperti SIKD hanya akan menjadi alat formalitas yang
tidak berdampak pada peningkatan kualitas laporan.

Sejalan dengan itu, Suttipun et al., (2018), dalam studi empiris terhadap
pemerintah lokal di Asia Tenggara menyimpulkan bahwa pegawai yang memiliki
sertifikasi akuntansi sektor publik, pengalaman kerja minimal lima tahun, serta
kemampuan analisis regulasi keuangan, lebih mampu menyusun laporan keuangan
yang tepat waktu, akurat, dan sesuai standar. Kualitas laporan keuangan pemerintah
akan sangat terpengaruh oleh kecakapan teknis SDM dalam pencatatan, klasifikasi
transaksi, serta penyajian informasi secara transparan dan dapat diaudit.

Di Indonesia, Usman et al., (2023), menyatakan bahwa salah satu penyebab
masih adanya daerah yang belum meraih opini WIP dari BPK adalah kurangnya
pelatihan intensif dan rotasi pegawai yang mengakibatkan ketidakterpaduan
pengetahuan dalam siklus laporan keuangan. Hasil observasi awal peneliti juga
menunjukkan bahwa 58% ASN yang menangani pelaporan keuangan di beberapa
OPD di Jawa Timur belum mengikuti pelatihan akuntansi berbasis SAP (Standar
Akuntansi Pemerintahan) selama dua tahun terakhir. Hal ini menjadi sinyal bahwa
peningkatan kompetensi SDM merupakan prioritas dalam reformasi keuangan
daerah.

Dengan demikian, secara teoritis dan empiris, terdapat dukungan kuat bahwa
kompetensi SDM berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah. Pegawai yang kompeten akan mampu memanfaatkan sistem
informasi secara optimal, mengikuti peraturan keuangan dengan tepat, dan
menyusun laporan keuangan yang akuntabel, transparan, serta andal bagi para
pemangku kepentingan. Berdasarkan narasi diatas maka hipotesis penelitian ini yaitu:
H2: Kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengawasan internal memegang
peran kunci dalam memastikan seluruh proses pelaporan keuangan dilakukan secara
tertib, taat azas, transparan, dan akuntabel. Sistem pengawasan internal bertujuan

untuk mencegah terjadinya kesalahan, kecurangan, serta penyimpangan dalam
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penggunaan dan pelaporan anggaran, sehingga pada akhirnya berkontribusi terhadap
kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah.

Secara teoritis, peran pengawasan internal dapat dijelaskan melalui Agency
Theory, yang menekankan pentingnya mekanisme kontrol dalam relasi antara
prinsipal (masyarakat atau DPRD) dan agen (pemerintah daerah). Dalam hubungan
ini, pengawasan internal bertindak sebagai sistem pengendalian manajerial yang
menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan kepentingan publik dan
ketentuan yang berlaku. Ketika pengawasan internal berjalan efektif, maka risiko
manipulasi data keuangan, kesalahan pencatatan, atau penyalahgunaan anggaran
dapat diminimalisasi secara signifikan.

Berdasarkan hasil studi Novatiani et al., (2024), ditemukan bahwa kualitas
laporan keuangan daerah meningkat secara signifikan seiring penguatan struktur
pengawasan internal, terutama dalam hal audit internal, prosedur verifikasi, dan
fungsi pengendalian manajemen. Studi tersebut menekankan bahwa pengawasan
internal yang lemah berpotensi menciptakan laporan keuangan yang tidak andal,
tidak relevan, dan penuh bias administratif.

Penelitian Afiah & Azwari (2015), juga menegaskan pentingnya desain sistem
pengendalian internal yang berbasis risiko (risk-based internal control), di mana
kegiatan pengawasan terfokus pada area yang memiliki risiko tertinggi dalam
penyajian laporan keuangan. Di negara berkembang, lemahnya fungsi pengawasan
sering kali disebabkan oleh kurangnya integrasi sistem, keterbatasan kapasitas auditor
internal, serta ketidaktegasan tindak lanjut temuan audit. Hal ini berdampak pada
rendahnya opini audit yang diterima daerah serta lemahnya kepercayaan publik
terhadap laporan keuangan pemerintah.

Sementara itu, Tarjo et al., (2022), dalam konteks pemerintahan daerah di
Indonesia menyatakan bahwa pengawasan internal tidak hanya berfungsi sebagai
kontrol administratif, tetapi juga sebagai alat evaluatif dan pembinaan terhadap OPD
agar tetap dalam koridor akuntabilitas. Keberadaan Inspektorat sebagai APIP (Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah) memiliki peran strategis untuk mengaudit proses
keuangan secara preventif, mendeteksi kelemahan sistemik, dan mendorong

perbaikan berkelanjutan.
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Hasil observasi awal dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa 40%
responden dari Inspektorat Daerah di beberapa kabupaten di Jawa Timur menyatakan
bahwa keterbatasan sumber daya auditor dan ketidakterpaduan sistem pengawasan
internal menyebabkan proses pelaporan keuangan tidak optimal. Namun, di daerah
yang telah menerapkan sistem pengawasan berbasis aplikasi dan melakukan audit
secara triwulanan, terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan secara signifikan,
baik dari sisi ketepatan waktu maupun ketaatan terhadap regulasi.

Dengan demikian, terdapat bukti konseptual dan empiris yang kuat bahwa
pengawasan internal yang efektif dan terstruktur dapat memperkuat integritas,
akurasi, dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
Fungsi pengawasan yang aktif dan responsif menjadi elemen pengontrol yang tidak
dapat dipisahkan dalam tata kelola keuangan daerah yang berkualitas. Berdasarkan
narasi diatas maka hipotesis penelitian ini yaitu:

H3: Pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Simultan Implementasi SIKD, Kompetensi SDM, dan Pengawasan

Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak dapat dilihat sebagai hasil
dari satu faktor tunggal, melainkan merupakan output dari interaksi berbagai elemen
organisasi, sistem, dan manusia secara terintegrasi. Dalam konteks ini, tiga elemen
strategis yang saling melengkapi dan saling mempengaruhi adalah: (1) implementasi
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), (2) kompetensi sumber daya manusia
(SDM), dan (3) efektivitas pengawasan internal. Ketiganya merupakan pilar utama
dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berkualitas.

Menurut perspektif systems theory, organisasi publik merupakan sistem terbuka
yang keberhasilan prosesnya dipengaruhi oleh koordinasi antar subsistem. Dalam hal
ini, SIKD sebagai sistem informasi, SDM sebagai pelaksana, dan pengawasan internal
sebagai mekanisme kontrol, secara simultan membentuk ekosistem pelaporan
keuangan yang sehat. Ketika ketiganya berjalan secara harmonis, maka proses
penyusunan laporan keuangan tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi

juga mencerminkan prinsip good governance yang sesungguhnya (Roztocki et al.,

2025).
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Penelitian oleh Wang et al., (2024), menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan
pemerintah tidak akan berdampak signifikan terhadap transparansi pelaporan apabila
tidak dibarengi dengan dukungan kompetensi teknis pegawai dan mekanisme kontrol
internal yang kuat. Hal ini didukung oleh Mankevich et al., (2023), yang menekankan
bahwa peran SDM sebagai human enabler sangat penting dalam menjembatani
penggunaan teknologi informasi dan pelaksanaan pengawasan secara efektif di sektor
publik.

Studi empiris oleh Kombat et al.,, (2025), menunjukkan bahwa ketika sistem
pelaporan digital (seperti SIKD) digunakan secara aktif oleh pegawai yang kompeten
dan diawasi oleh sistem pengendalian internal yang kuat, maka kualitas laporan
keuangan meningkat secara signifikan, baik dari sisi akurasi, kepatuhan terhadap
standar akuntansi, maupun persepsi stakeholder terhadap integritas laporan tersebut.

Hasil uji simultan dalam penelitian ini memperkuat bukti tersebut, di mana
ketiga variabel independen —implementasi SIKD, kompetensi SDM, dan pengawasan
internal —secara bersama-sama memengaruhi kualitas laporan keuangan. Ketiganya
memiliki kontribusi positif dan saling mendukung, menciptakan sistem pelaporan
yang tidak hanya efisien, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Implikasi teoritis dari temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan integratif
dalam manajemen keuangan publik lebih relevan dibanding pendekatan parsial. Dari
sisi praktis, hasil ini menegaskan perlunya sinergi lintas fungsi antara penyedia sistem
(SIKD), pembinaan kompetensi ASN, dan penguatan pengawasan berbasis risiko di
lingkungan pemerintah daerah. Berdasarkan narasi diatas maka hipotesis penelitian
ini yaitu:

H4: Implementasi SIKD, kompetensi SDM, dan pengawasan internal secara simultan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori yang bertujuan

untuk menguji pengaruh variabel bebas yang terdiri dari implementasi Sistem

Informasi Keuangan Daerah (SIKD), kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan

pengawasan internal terhadap variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menjelaskan
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hubungan antarvariabel melalui data numerik dan teknik analisis statistik yang
memungkinkan pengujian hipotesis secara objektif (Hair, 2014).
Identifikasi Variabel Penelitian
Penelitian ini melibatkan empat variabel utama, yaitu:
1.  Variabel dependen (Y): Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2 Variabel independen (X1): Implementasi SIKD
3. Variabel independen (X2): Kompetensi SDM
4 Variabel independen (X3): Pengawasan internal

Setiap variabel diukur melalui indikator-indikator spesifik yang disusun
berdasarkan kajian literatur dan penelitian sebelumnya, menggunakan skala Likert 1-
5. Skala ini memungkinkan responden menyatakan tingkat persetujuan terhadap
setiap pernyataan dengan rentang yang cukup untuk mendeteksi variasi pendapat
secara kuantitatif (Zainurrafigi et al.,, 2020), (Gazali, 2023b), (Gazali, 2023a),
(Zainurrafiqi et al., 2024), (Zainurrafiqi & Rachmawati, 2019) .
Subjek dan Lokasi Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di
bidang pengelolaan dan pelaporan keuangan, termasuk yang berada di:
1.  Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
2. Inspektorat Daerah
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait keuangan

Lokasi penelitian difokuskan pada sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Jawa
Timur yang telah menerapkan SIKD secara aktif. Jumlah sampel sebanyak 150
responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria: (1)
memiliki pengalaman minimal satu tahun dalam penggunaan SIKD, dan (2) terlibat
langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan.
Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yang disusun
oleh peneliti dan telah diuji melalui tahap validasi isi oleh para ahli di bidang
keuangan publik dan wuji coba empirik pada 30 responden untuk menguji
reliabilitasnya. Analisis reliabilitas dilakukan menggunakan Cronbach’s Alpha,
dengan nilai di atas 0,70 yang menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsistensi

internal yang memadai (Hair, 2014).
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Indikator untuk setiap variabel dirancang dengan memperhatikan relevansi
teoritis dan kesesuaian praktis dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia.
Misalnya, indikator SIKD meliputi kemudahan penggunaan, keandalan sistem, dan
integrasi data; kompetensi SDM mencakup keahlian teknis, pemahaman regulasi, dan
pengalaman; sedangkan pengawasan internal dievaluasi dari sisi sistem
pengendalian, audit internal, dan tindak lanjut temuan.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui
pengaruh simultan dan parsial antara variabel independen terhadap variabel
dependen. Analisis dilakukan dengan perangkat lunak SPSS versi 26. Model regresi
yang digunakan adalah:

Y=P0+P1X1+p2X2+P3X3+eY = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 +
\varepsilonY=P0+B1X1+B2X2+33X3+e

Di mana:

YYY adalah kualitas laporan keuangan,

X1X_1X1 adalah implementasi SIKD,

X2X_2X2 adalah kompetensi SDM,

X3X_3X3 adalah pengawasan internal.

Uji statistik yang digunakan meliputi:

1.  Uji t untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara
parsial.
2. Uji F untuk melihat pengaruh seluruh variabel independen secara simultan

terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Koefisien Determinasi (R?) untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variasi
X terhadap Y.
Pendekatan ini dirancang agar dapat direplikasi oleh peneliti lain dalam konteks
serupa, serta memberikan pemahaman metodologis yang terukur dan transparan

dalam menilai hubungan antar variabel.
HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Sistem

Informasi Keuangan Daerah (SIKD), kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan
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pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di
Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian disajikan dalam beberapa bagian utama:
statistik deskriptif, hasil uji asumsi, dan uji hipotesis, yang kemudian dianalisis secara
kritis.
1. Statistik Deskriptif

Tabel berikut menunjukkan statistik deskriptif untuk setiap variabel penelitian,
yaitu implementasi SIKD, kompetensi SDM, pengawasan internal, dan kualitas
laporan keuangan. Rata-rata dan standar deviasi untuk setiap variabel menunjukkan
adanya variasi yang cukup signifikan di antara responden, yang terdiri dari ASN yang
bekerja di BPKD, Inspektorat Daerah, dan OPD terkait keuangan.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel Rata-rata (M) Standar Deviasi (SD)
Implementasi SIKD 3.65 0.89
Kompetensi SDM 3.42 0.77
Pengawasan Internal 3.75 0.93
Kualitas Laporan
3.85 0.71
Keuangan

Sumber: data diolah (2025)

2. Hasil Uji Hipotesis
Tabel 2. Regresi Linier Berganda

Variabel t-Value p-Value F-Value R?
Implementasi SIKD 425 0.01

Kompetensi SDM 3.12 0.01

Pengawasan Internal 3.88 0.01

Model Simultan 35.67 0.68

Sumber: data diolah (2025)

Uji hipotesis dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk melihat
pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan
secara parsial dan simultan. Berikut adalah hasil uji t dan uji F:

a. Uji Parsial (Uji t)
1. Implementasi SIKD: Hasil uji t menunjukkan bahwa implementasi SIKD

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (t =
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4.25, p < 0.01). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi SIKD,
semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

2. Kompetensi SDM: Hasil uji t menunjukkan bahwa kompetensi SDM juga
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (t =
3.12, p < 0.01). Ini mengindikasikan bahwa pegawai dengan kompetensi yang
lebih tinggi dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan
transparan.

3. Pengawasan Internal: Hasil uji t menunjukkan bahwa pengawasan internal
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (t =
3.88, p < 0.01). Hal ini berarti bahwa pengawasan internal yang efektif dapat
meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan.

b. Uji Simultan (Uji F)

Hasil uji F menunjukkan bahwa implementasi SIKD, kompetensi SDM, dan
pengawasan internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kualitas laporan keuangan (F = 35.67, p < 0.01). Ini menunjukkan bahwa ketiga
variabel independen berkontribusi secara bersama-sama dalam meningkatkan
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Koefisien Determinasi (R?)

Nilai koefisien determinasi (R?) yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 0.68,
yang menunjukkan bahwa 68% variasi dalam kualitas laporan keuangan dapat
dijelaskan oleh variabel-variabel independen yaitu implementasi SIKD, kompetensi
SDM, dan pengawasan internal. Ini mengindikasikan bahwa model yang digunakan
cukup baik dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan

keuangan.

PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Sistem
Informasi Keuangan Daerah (SIKD), kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan
pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di
Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa ketiga variabel —
SIKD, kompetensi SDM, dan pengawasan internal—berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini memberikan wawasan
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penting bagi penguatan tata kelola keuangan daerah, dan dapat menjadi acuan untuk
pengambil kebijakan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan publik.
1. Pengaruh Implementasi SIKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SIKD memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem
informasi yang terintegrasi dan berbasis teknologi terbukti meningkatkan efisiensi
pelaporan keuangan serta memperkecil potensi kesalahan dalam pencatatan. Hal ini
sejalan dengan penelitian oleh Nakpodia et al., (2024), yang menemukan bahwa
penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan publik di Portugal
berdampak positif pada kualitas laporan keuangan, dengan meningkatkan akurasi
dan ketepatan waktu pelaporan. Penelitian ini juga mendukung temuan Tejedo-
Romero & and Ferraz Esteves Araujo (2025), yang menekankan bahwa sistem
informasi yang efektif dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam sektor
publik.

Namun, implementasi SIKD tidak lepas dari tantangan. Meskipun sistem ini
diharapkan meningkatkan transparansi, beberapa daerah di Jawa Timur masih
mengalami kesulitan dalam penggunaan SIKD secara mandiri, seperti yang
dilaporkan oleh responden dalam penelitian ini. Sebagian besar ASN mengaku
kesulitan mengoperasikan modul-modul SIKD tanpa bantuan eksternal. Hal ini
menunjukkan pentingnya adanya pelatihan yang memadai untuk memastikan
keberhasilan implementasi teknologi. Keberhasilan implementasi SIKD sangat
bergantung pada tingkat adopsi pengguna dan kapasitas teknis yang dimiliki oleh
SDM di setiap daerah.

2. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi SDM juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Keterampilan teknis, pengetahuan
akuntansi, dan pemahaman terhadap regulasi akuntansi pemerintah sangat penting
dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar.
Penelitian ini mendukung teori Resource-Based View (RBV) yang menyatakan bahwa
kompetensi SDM merupakan sumber daya internal yang krusial dalam mencapai
keunggulan dalam pengelolaan keuangan publik (Barney, 1991).

Sejalan dengan itu, studi oleh Camisén-Haba et al., (2024), mengonfirmasi

bahwa kompetensi SDM yang memadai memungkinkan pegawai untuk
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memanfaatkan sistem informasi secara optimal, mengikuti peraturan dengan tepat,
dan menghasilkan laporan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ngoc Hung et al., (2023) juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor penghambat
utama dalam meraih opini WTP adalah rendahnya kompetensi SDM dalam mengelola
laporan keuangan. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa investasi dalam
pengembangan kapasitas SDM di bidang akuntansi pemerintahan merupakan
langkah penting dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Namun, meskipun kompetensi SDM berpengaruh signifikan, hasil penelitian ini
juga menunjukkan adanya kekurangan dalam pelatihan dan rotasi pegawai yang
kurang terintegrasi, yang menyebabkan rendahnya efektivitas dalam pengelolaan
laporan keuangan. Hasil ini mencerminkan temuan sebelumnya oleh Karatzimas et
al., (2025), yang menunjukkan bahwa pengelolaan laporan keuangan yang baik
memerlukan SDM dengan pengalaman dan pelatihan yang memadai di bidang
akuntansi dan regulasi keuangan pemerintah.

3. Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengawasan internal merupakan faktor penting lainnya yang berkontribusi
terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa
pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan
keuangan. Pengawasan yang efektif dapat meminimalkan potensi kesalahan atau
penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini sejalan dengan teori Agency,
yang menekankan bahwa pengawasan internal berfungsi sebagai kontrol untuk
menjamin bahwa laporan keuangan sesuai dengan kepentingan publik dan ketentuan
yang berlaku (Al-Faryan, 2024).

Studi Kaawaase et al., (2021), mengonfirmasi bahwa pengawasan internal yang
kuat dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan memastikan bahwa
semua langkah dalam proses penyusunan laporan dilakukan sesuai dengan aturan
yang berlaku. Dalam konteks pemerintah daerah, pengawasan internal yang lemah
dapat berpotensi menciptakan laporan keuangan yang tidak andal dan kurang
transparan. Eltrudis et al.,, (2024), menambahkan bahwa pengawasan internal yang
berbasis aplikasi dan audit triwulanan dapat meningkatkan ketepatan waktu dan

ketaatan terhadap regulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daerah yang
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telah mengimplementasikan sistem pengawasan berbasis aplikasi mengalami
peningkatan kualitas laporan keuangan yang signifikan.

4. Pengaruh Simultan Implementasi SIKD, Kompetensi SDM, dan Pengawasan
Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel —SIKD, kompetensi
SDM, dan pengawasan internal —secara bersama-sama berpengaruh signifikan
terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini mengonfirmasi bahwa kualitas
laporan keuangan tidak dapat dilihat sebagai hasil dari satu faktor tunggal, melainkan
sebagai produk dari interaksi antara berbagai elemen sistem, manusia, dan kontrol.
Hal ini mendukung perspektif sistem yang menjelaskan bahwa keberhasilan dalam
pengelolaan keuangan publik bergantung pada koordinasi yang efektif antara SIKD,
SDM, dan pengawasan internal.

Dalam hal ini, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur
yang ada, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah Indonesia. Studi oleh Liu et
al., (2025), menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan digital yang didukung
oleh kompetensi SDM dan pengawasan internal yang kuat menghasilkan kualitas
laporan keuangan yang lebih baik. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan
integratif dalam manajemen keuangan publik, di mana teknologi, kapasitas manusia,
dan pengawasan berjalan secara bersamaan untuk mencapai transparansi dan

akuntabilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini berhasil
mengidentifikasi peran penting dari implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah
(SIKD), kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan pengawasan internal dalam
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan penelitian
menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut saling melengkapi dan memberikan
dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan, baik secara individu maupun
secara bersama-sama.

Implementasi SIKD sebagai alat bantu digital dalam pengelolaan keuangan
terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan.
Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam pengoperasian SIKD, terutama yang

terkait dengan kendala teknis dan kurangnya pelatihan bagi pengguna di lapangan.
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Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan SIKD tidak hanya bergantung
pada teknologi itu sendiri, tetapi juga pada kemampuan SDM untuk
mengoperasikannya dengan baik.

Kompetensi SDM terbukti memberikan dampak signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan. Pegawai yang memiliki keterampilan teknis akuntansi dan
pemahaman yang memadai terhadap regulasi cenderung menghasilkan laporan
keuangan yang lebih akurat dan transparan. Oleh karena itu, investasi dalam
pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan yang berkelanjutan sangat penting
untuk mendukung efektivitas penerapan SIKD dan pengawasan internal.

Pengawasan internal memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan
integritas dan akurasi laporan keuangan. Pengawasan yang efektif dapat mendeteksi
potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, sehingga meningkatkan
kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan yang disajikan.
Penggunaan teknologi dalam pengawasan internal —seperti aplikasi pengendalian
dan audit berbasis risiko—dapat memperkuat kualitas laporan keuangan,
sebagaimana yang terlihat pada daerah-daerah yang telah mengimplementasikan
sistem pengawasan berbasis aplikasi.

Secara keseluruhan, ketiga faktor ini —SIKD, kompetensi SDM, dan pengawasan
internal —berperan saling mendukung dalam meningkatkan kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang
terintegrasi dalam pengelolaan keuangan publik, di mana teknologi, kapasitas
manusia, dan pengawasan dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai tata kelola
yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu
akuntansi sektor publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini
juga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang
mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan bagaimana strategi implementasi yang
lebih baik dapat diterapkan untuk meningkatkan tata kelola keuangan publik di
tingkat daerah.

SARAN
Berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian ini, beberapa saran yang

dapat diajukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di
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Provinsi Jawa Timur, dan pada umumnya di Indonesia, adalah sebagai berikut.

Pertama, penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat
implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Meskipun SIKD telah
terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, tantangan teknis
dan kurangnya pelatihan yang memadai masih menjadi hambatan utama. Oleh
karena itu, disarankan agar pemerintah daerah menyediakan pelatihan yang lebih
intensif dan berkelanjutan bagi aparatur sipil negara (ASN) terkait pengoperasian
SIKD. Selain itu, dukungan teknis yang lebih kuat, baik dari pihak pengembang
sistem maupun dari manajemen internal daerah, perlu diperkuat agar sistem ini dapat
berfungsi secara optimal.

Kedua, pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang
akuntansi sektor publik harus menjadi prioritas dalam reformasi keuangan daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh signifikan
terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk itu, selain pelatihan teknis terkait
penggunaan SIKD, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pegawai yang
terlibat dalam pengelolaan keuangan memiliki pemahaman yang mendalam tentang
regulasi akuntansi pemerintah. Sertifikasi akuntansi sektor publik dan pelatihan
berbasis standar akuntansi pemerintahan (SAP) juga harus menjadi bagian dari
program peningkatan kapasitas SDM.

Ketiga, pengawasan internal yang efektif dan terstruktur perlu diperkuat untuk
mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan. Pengawasan internal harus tidak
hanya berfungsi sebagai kontrol administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk
mencegah potensi kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan.
Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas auditor internal dan
memperkenalkan sistem pengawasan berbasis aplikasi yang dapat meningkatkan
ketepatan waktu dan ketaatan terhadap regulasi. Selain itu, sistem pengendalian
berbasis risiko dapat diterapkan untuk memastikan pengawasan terfokus pada area
yang paling rentan terhadap penyimpangan.

Keempat, untuk mencapai tata kelola keuangan yang lebih transparan dan
akuntabel, disarankan agar pemerintah daerah mengintegrasikan ketiga elemen
utama —SIKD, kompetensi SDM, dan pengawasan internal —secara lebih harmonis

dalam setiap langkah perencanaan dan pelaksanaan keuangan daerah. Kolaborasi
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antara pengelola sistem, pegawai yang kompeten, dan pengawas internal yang efektif
akan menciptakan ekosistem pengelolaan keuangan yang lebih baik, yang pada
gilirannya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Terakhir, diperlukan adanya penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi lebih
dalam tentang faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan
keuangan di pemerintah daerah, seperti budaya organisasi dan faktor eksternal
seperti regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat. Penelitian tersebut dapat
memberikan wawasan tambahan yang berguna untuk mengoptimalkan pengelolaan
keuangan daerah secara keseluruhan.

Dengan langkah-langkah yang tepat dan terintegrasi, diharapkan kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan, memberikan
kontribusi signifikan dalam mencapai tujuan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi

dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia.
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